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Abstract (10 PT)

This study conceptually examines the governance and follow-up management of the Bani Huzaifah
Islamic Boarding School in order to strengthen the transparency and accountability of the
institution, given the increasing public demand for information disclosure and administrative order
in religious educational institutions. The approach used is descriptive qualitative based on
literature study, with data sources in the form of regulations from the Ministry of Religious Affairs,
pesantren institutional documents, and previous studies related to pesantren management, good
governance, internal audit, and public accountability. The results of the study show that many
Islamic boarding schools, including Bani Huzaifah, still face challenges in the form of simple
financial records, limited administrative human resources, minimal use of technology, and weak
documentation and follow-up monitoring mechanisms. The discussion emphasizes the importance
of strengthening organizational structures, developing SOPs, implementing digital systems, and
conducting continuous audits balanced with stakeholder involvement. This study concludes that
modern, documented, and value-based pesantren governance is a key prerequisite for transparency
and accountability, which can enhance public legitimacy and institutional sustainability.

Keywords: Pesantren Governance, Transparency, Accountability, Internal Audit, Educational
Institution Management

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara konseptual tata kelola dan tindak lanjut pengelolaan Pondok
Pesantren Bani Huzaifah dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga,
mengingat meningkatnya tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi dan tertib administrasi
pada institusi pendidikan keagamaan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif
berbasis studi literatur, dengan sumber data berupa regulasi Kementerian Agama, dokumen
kelembagaan pesantren, serta penelitian terdahulu terkait manajemen pesantren, good governance,
audit internal, dan akuntabilitas publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak pesantren,
termasuk Bani Huzaifah, masih menghadapi tantangan berupa pencatatan keuangan sederhana,
keterbatasan SDM administrasi, minimnya pemanfaatan teknologi, serta lemahnya dokumentasi
dan mekanisme tindak lanjut pengawasan. Pembahasan menegaskan pentingnya penguatan struktur
organisasi, penyusunan SOP, penerapan sistem digital, serta pelaksanaan audit berkelanjutan yang
diimbangi keterlibatan stakeholder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola yang modern,
terdokumentasi, dan berbasis nilai pesantren menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya
transparansi dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan legitimasi publik dan keberlanjutan
lembaga.

Kata Kkunci: Tata Kelola Pesantren, Transparansi, Akuntabilitas, Audit Internal, Manajemen
Lembaga Pendidikan.
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PENDAHULUAN

Pondok pesantren telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan dan sosial-keagamaan di
Indonesia sejak berabad-abad, memainkan peran strategis dalam pembentukan karakter, agama, dan
intelektual generasi Muslim, sebagaimana juga disoroti dalam berbagai kajian mengenai peran lembaga
pendidikan keagamaan terhadap pembangunan masyarakat (Sumual et al., 2024). Seiring dengan
dinamika zaman dan tuntutan modernisasi, banyak pondok pesantren tidak hanya mendidik di ranah
keagamaan tetapi juga mengadopsi pendidikan formal dan manajemen lembaga yang lebih terstruktur
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yang pada praktiknya menuntut hadirnya standar akuntabilitas dan transparansi yang semakin tinggi
(Riyadi et al., 2025).

Dengan jumlah lembaga yang begitu besar dan heterogen, muncul tantangan serius terkait
bagaimana menjamin pengelolaan yang tertib, terbuka, dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat dan
stakeholder dapat terjaga secara berkelanjutan (Nur & Fitri, 2019). Penting dilakukan analisis
konseptual yang mendalam mengenai tata kelola dan tindak lanjut pengelolaan pesantren, supaya
institusi seperti Pondok Pesantren Bani Huzaifah bisa dikelola dengan standar tata kelola yang selaras
dengan prinsip good governance (Gaol et al., 2024).

Sebagai gambaran skala nasional, per 4 Oktober 2025 Kementerian Agama RI mencatat bahwa
jumlah pondok pesantren di Indonesia telah mencapai 42.391 unit, menunjukkan bahwa ruang
pengelolaan lembaga keagamaan sangat luas dan memerlukan tata kelola yang terukur untuk menjaga
kesinambungan dan kepercayaan publik (Susano & Rachmawati, 2024). Data ini mencakup pesantren
tradisional dan modern yang tersebar di seluruh provinsi, dengan konsentrasi tertinggi di Pulau Jawa
sebagai pusat perkembangan pendidikan Islam yang paling dinamis (Safelia et al., 2025). Besarnya
jumlah tersebut menegaskan bahwa pesantren bukanlah entitas marginal melainkan bagian fundamental
dari sistem pendidikan dan keagamaan nasional sehingga pengelolaannya perlu mendapat perhatian
yang setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya (Nabila, 2025). Hal ini kemudian memunculkan
kebutuhan akan pendekatan manajemen modern yang menempatkan transparansi sebagai pilar utama
tata kelola pesantren:

Tabel 1. Data Nasional Pondok Pesantren

Provinsi / Wilayah Jumlah Pondok Pesantren (unit) Persentase dari Total Nasional (%)

Jawa Barat 12.977 30,6 %
Jawa Timur 7.347 17,3 %
Jawa Tengah 5.347 12,6 %
Provinsi Lain di Indonesia Sisanya (16.720) 39.5%

Sumber: Projabar (2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir 60 % pondok pesantren terkonsentrasi di tiga provinsi
inti di Pulau Jawa, memberikan gambaran bahwa beban pengelolaan dan pengawasan sangat besar dan
membutuhkan sistem tata kelola yang kuat serta berorientasi akuntabilitas (Goo & Sanda, 2022).
Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa transparansi dan akuntabilitas menjadi urgensi karena
tanpa tata kelola yang baik, potensi kesalahan, penyalahgunaan dana, atau ketimpangan layanan bisa
muncul secara sistemik (Ngakil & Kaukab, 2020). Lembaga-lembaga pesantren seperti Bani Huzaifah
yang berada di luar konsentrasi utama juga menghadapi tantangan tersendiri terkait akses sumber daya,
pengawasan eksternal, dan pelaporan manajemen yang belum tentu berjalan optimal (Aisyah et al.,
2024). Analisis konseptual yang komprehensif mutlak diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi
kebijakan yang realistis dan dapat diterapkan.

Sebagai referensi terhadap praktik tata kelola di lembaga keagamaan dan publik, sejumlah studi
menunjukkan bahwa penerapan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
atau dana publik sangat penting dalam membangun kepercayaan dan mencegah maladministrasi
(Nabila, 2025). Penelitian lain menekankan bahwa audit kinerja merupakan instrumen penting dalam
mewujudkan good governance melalui sistem pengawasan yang mampu memastikan penggunaan
anggaran sesuai tujuan pembangunan (Riyadi et al., 2025). Dalam pemerintahan desa, optimalisasi tata
kelola terbukti meningkatkan efektivitas layanan publik ketika transparansi dan akuntabilitas diterapkan
sebagai standar administrasi (Safelia et al., 2025). Implementasi prinsip-prinsip tersebut pada lembaga
non-pemerintah seperti pondok pesantren menjadi relevan sebagai bagian dari adaptasi praktik
governance modern ke dalam lembaga pendidikan keagamaan (Gaol et al., 2024).

Proses adaptasi tata kelola semacam itu tidak dapat berjalan otomatis tanpa regulasi internal yang
jelas, sistem pelaporan yang memadai, serta komitmen pengurus dan stakeholder terhadap standar
akuntabilitas yang konsisten (Nur & Fitri, 2019). Penelitian terdahulu terhadap pengelolaan keuangan
di lembaga keagamaan dan organisasi sosial menunjukkan bahwa tanpa kontrol internal maupun
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eksternal yang berjalan baik, risiko penyalahgunaan dana dan opasitas informasi menjadi sangat tinggi
(Ngakil & Kaukab, 2020). Kerangka konseptual yang memadai harus mengintegrasikan aspek
partisipatif seperti keterlibatan wali santri dan masyarakat agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara
kolektif (Sumual et al., 2024). Audit internal dan pelaporan rutin sangat diperlukan untuk menjamin
tata kelola pesantren dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Aisyah et al., 2024).

Dalam pengelolaan pesantren, tantangan konkret yang sering muncul menyangkut keterbukaan
informasi terkait alokasi dana, penggunaan anggaran, kondisi sarana-prasarana, serta
pertanggungjawaban pengurus terhadap wali santri dan masyarakat (Riyadi et al., 2025). Studi pada
pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis aplikasi seperti Siskeudes
mampu meningkatkan transparansi melalui mekanisme pencatatan yang lebih ketat dan terdokumentasi
(Susano & Rachmawati, 2024). Prinsip-prinsip tersebut sangat memungkinkan untuk diadaptasi dalam
manajemen pondok pesantren karena secara organisasi pesantren juga mengelola dana masyarakat yang
harus dipertanggungjawabkan (Goo & Sanda, 2022). Pondok Pesantren Bani Huzaifah dapat
memanfaatkan pendekatan tersebut untuk membangun sistem tata kelola yang modern dan terbuka.

Dengan melihat relevansi empiris dan teoretis dari literatur terkait serta data nasional tentang
skala besar dan keberagaman pondok pesantren, analisis konseptual terhadap tata kelola serta tindak
lanjut pengelolaan di lingkungan pesantren menjadi sangat mendesak (Safelia et al., 2025). Khusus bagi
Pondok Pesantren Bani Huzaifah, analisis tersebut akan membantu mengidentifikasi gap antara praktik
pengelolaan saat ini dengan standar tata kelola modern yang menuntut dokumentasi, keterbukaan, dan
akuntabilitas (Gaol et al., 2024). Hasil analisis ini juga dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan,
masyarakat, dan stakeholder untuk meningkatkan kualitas manajemen lembaga pendidikan keagamaan
yang terus berkembang (Aisyah et al., 2024). Kualitas tata kelola pesantren dapat meningkat sejalan
tuntutan publik serta perkembangan sistem pendidikan nasional.

Latar belakang ini menegaskan bahwa pondok pesantren tidak dapat hanya bergantung pada
tradisi manajerial informal jika ingin tetap relevan dan dipercaya pada era modern yang semakin
menekankan transparansi publik (Nabila, 2025). Transformasi struktur dan sistem manajemen yang
profesional menjadi kebutuhan mendesak agar pesantren mampu mengelola sumber daya secara tertib,
efisien, dan akuntabel (Ngakil & Kaukab, 2020). Dengan pendekatan konseptual yang didasari data,
literatur, dan praktik terbaik, penelitian terhadap pengelolaan pondok pesantren seperti Bani Huzaifah
dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan tata kelola pendidikan keagamaan di
Indonesia (Riyadi et al., 2025). Penelitian ini menjadi penting sebagai fondasi penerapan tata kelola
pesantren yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian konseptual
yang berfokus pada kajian literatur untuk membangun pemahaman teoretis mengenai tata kelola Pondok
Pesantren Bani Huzaifah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Seluruh data
diperoleh dari sumber sekunder, meliputi regulasi Kementerian Agama, dokumen kelembagaan
pesantren, laporan administrasi, serta literatur akademik terkait manajemen pesantren, good
governance, audit internal, dan akuntabilitas publik. Analisis dilakukan melalui telaah dokumen untuk
mengidentifikasi konsep, prinsip, ketentuan regulatif, serta temuan penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan mekanisme pengawasan di lingkungan pesantren.
Kajian ini juga menelaah peran Kementerian Agama dalam pengawasan mutu pendidikan, pembinaan
kelembagaan, pengembangan kurikulum, dan pemberdayaan santri sebagai bagian dari kerangka tata
kelola yang lebih Iuas. Seluruh informasi yang terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan gambaran konseptual mengenai model
tata kelola pesantren yang profesional, transparan, dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Tata Kelola, Transparansi, dan Akuntabilitas di Pesantren

Tata kelola lembaga keagamaan seperti pondok pesantren memerlukan kerangka konseptual yang
jelas agar pengelolaan sumber daya termasuk keuangan, aset, serta aktivitas operasional dapat dilakukan
secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi menjadi salah satu pilar
fundamental dalam kerangka itu, karena melalui keterbukaan informasi para pihak berkepentingan
santri, wali santri, donatur, dan masyarakat dapat memahami alur pendapatan, donasi, pengeluaran,
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maupun penggunaan aset. Akuntabilitas melengkapi transparansi dengan menegaskan bahwa setiap
keputusan dan penggunaan dana tidak hanya diketahui tetapi juga dapat dievaluasi dan
dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal. Pondok pesantren tidak hanya menjadi
lembaga religius tetapi juga institusi sosial yang menjalankan manajemen dengan akhlak dan
profesionalisme.

Aspek moral dan spiritual tidak bisa dilepaskan dari tata kelola nilai “amanah”, “kejujuran”, dan
“transparansi” merupakan bagian dari ajaran dan ethos religius yang melekat. Penerapan akuntabilitas
dalam pesantren sering dibingkai sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada Tuhan dan manusia,
bukan sekadar kewajiban administratif semata (Windasari, 2024). Prinsip ini menjembatani antara
kerangka manajerial modern dengan tradisi dan nilai pesantren, sehingga tata kelola tidak terasa asing
atau mekanistis. Institusi pesantren dapat menggabungkan spiritualitas dan profesionalitas dalam
pengelolaan keuangan.

Banyak pesantren belum menerapkan sistem akuntansi formal atau pelaporan keuangan yang
memenuhi standar baku pencatatan sering bersifat sederhana, misalnya berdasarkan kas masuk dan
keluar (single entry), tanpa neraca, laporan arus kas, atau catatan aset dan liabilitas secara komprehensif
(Amjadallah & Triyoga, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka moral dan nilai
sudah ada, penerapan tata kelola konseptual masih terhambat oleh aspek teknis dan kapasitas sumber
daya manusia. Tanpa dokumentasi dan pelaporan formal, transparansi dan akuntabilitas menjadi lemabh,
karena tidak ada data terstruktur yang bisa diverifikasi secara independenKerangka konseptual ideal
perlu dijembatani dengan mekanisme operasional konkret agar hakikat transparansi dan akuntabilitas
bisa terwujud.

Selain moral dan etika, dibutuhkan standar pelaporan dan sistem administrasi yang jelas sebagai
bagian dari good governance (Dariri & Djalaluddin, 2023). Untuk lembaga seperti pesantren, penerapan
pedoman akuntansi yang sesuai atau adaptasi standar formal bisa menjadi instrumen untuk menjaga
konsistensi, akurasi, dan kredibilitas laporan keuangan. Dengan akuntansi formal, pondok pesantren
bisa menjamin bahwa donasi, wakaf, SPP, dan penerimaan lain tercatat dengan baik, serta dialokasikan
sesuai tujuan. Pendekatan ini memungkinkan verifikasi internal dan eksternal, sekaligus mempermudah
audit bila diperlukan.

Agar konsep tata kelola tidak sekadar teori, beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor kunci
dalam implementasinya adalah kompetensi sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi atau
sistem administrasi yang memadai. Kemampuan santri atau pengurus dalam akuntansi dasar,
pencatatan, serta pelaporan menjadi penentu apakah transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan
dengan stabil. Sistem dokumentasi dan kontrol internal perlu dibangun agar pengelolaan dana dan aset
tidak bergantung pada ingatan atau kepercayaan semata. Tata kelola bukan hanya menjadi slogan,
melainkan praktik nyata dan berkelanjutan. Untuk memperjelas gambaran empiris tentang penerapan
akuntabilitas dan transparansi di pesantren, berikut disajikan data dari beberapa penelitian empiris
terkait penerapan standar akuntansi dan pelaporan pesantren atau lembaga nirlaba sejenis. Tabel ini
menggambarkan aspek-aspek yang relevan untuk membentuk kerangka konseptual tata kelola yang
baik:

Tabel 2. Penerapan Standar Akuntansi Dan Pelaporan Pesantren Atau Lembaga Nirlaba

Sejenis
Status Pelaporan Standar
Lembaga/Lokasi P Pelaporan Temuan Utama/Catatan
Keuangan .
Digunakan
Pondok Pesantren . Tidak — memakai Pelaporan sederhana, belum
Single-entry / laporan ISAK/ Pedoman . .
Assalafy Al Asror . memenuhi standar akuntansi
. arus kas Akuntansi
Gunungpati Semarang formal
Pesantren
Yayasan Pondok Laporan tersedia, tetapi Akuntabilitas relatif terjaga
Pesantren Assalafi Al standar akuntansi formal — namun transparansi rendah

Fithrah Surabaya belum diterapkan belum sesuai ISAK 35
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Status Pelaporan Standar
Lembaga/Lokasi Keuangan Pelaporan Temuan Utama/Catatan
Digunakan
Sekumpulan pesantren Variatif: sebagian Pedoman. [Ife(;lrggie;lsri SDN:eknol(i)agr;
di studi UIN Sunan menggunakan pedgman Akuntansi informasi berpengaruh
Kalijaga (nasional) pesantren -+ sistem Pesantren terhadap akuntabilitas laporan
manual, sebagian belum adaptasi standar keuangan

Sumber: Ifie, & Triyoga, (2023), Safitri, & Narasti, (2023), Putri, (2023)

Data pada tabel menunjukkan bahwa banyak pesantren masih menggunakan sistem pencatatan
sederhana dan belum mengadopsi pedoman akuntansi formal ini menandakan bahwa kerangka
konseptual tata kelola belum sepenuhnya dijembatani ke praktik nyata. Variasi pelaksanaan antara satu
pesantren dengan pesantren lain sangat tergantung pada kapasitas pengurus, komitmen terhadap
transparansi, serta akses terhadap pengetahuan akuntansi dan teknologi. Konseptual ideal akan sulit
diimplementasikan tanpa penguatan kapasitas dan komitmen manajerial.

Landasan konseptual tata kelola pesantren yang menggabungkan nilai religius dan prinsip
manajerial modern menjadi penting, karena model ini memungkinkan pesantren mempertahankan
identitas keagamaan sambil menjawab tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat,
terutama dari donatur dan masyarakat (Windasari, 2024; Prasetiyo & Rekan, 2025). Kerangka semacam
ini memberikan legitimasi sosial dan moral, serta membuka ruang bagi profesionalisme dalam
pengelolaan lembaga keagamaan. Pesantren dapat berperan sebagai institusi religius yang juga dapat
dipercaya secara manajerial dan finansial.

Selain aspek internal, kerangka konseptual tata kelola bisa diperkuat dengan melibatkan
stakeholder eksternal misalnya wali santri, alumni, donatur, atau masyarakat sebagai bagian dari
pengawasan dan evaluasi. Partisipasi stakeholder memberi jaminan akuntabilitas sosial dan memastikan
bahwa pengelolaan tidak hanya menjadi wewenang segelintir pihak. Mekanisme partisipatif ini
mengingatkan bahwa pesantren bukan entitas tertutup, melainkan bagian dari komunitas luas dengan
tanggung jawab sosial. Tata kelola menjadi inklusif dan terbuka, sesuai dengan prinsip good governance
yang relevan untuk lembaga nirlaba.

Konsep tata kelola pesantren harus mengombinasikan aspek moral-religi dengan prinsip
manajerial: transparansi, akuntabilitas, dokumentasi, pelaporan, serta partisipasi stakeholder. Banyak
pesantren masih dalam tahap awal penerapan, dengan pencatatan sederhana dan belum konsisten
menggunakan standar akuntansi. Untuk mencapai tata kelola ideal, perlu adanya komitmen, kapasitas,
dan sistem pendukung agar kerangka konseptual bisa dirawat dalam praktik sehari-hari. Bagi pesantren
seperti Bani Huzaifah, kerangka ini dapat menjadi panduan dalam membangun tata kelola yang
profesional, transparan, dan akuntabel selaras dengan nilai pesantren dan ekspektasi masyarakat

Kondisi Aktual Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas di Pesantren

Penerapan transparansi dan akuntabilitas pada pesantren di Indonesia masih sangat bervariasi,
terutama karena perbedaan kapasitas manajerial dan budaya organisasi di masing-masing lembaga
(Rahmawati, 2024). Pada Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya misalnya, laporan
keuangannya dinilai akuntabel namun belum dapat disebut transparan karena belum mengikuti standar
seperti [ISAK 35 (Sulastri & Kurniawan, 2023). Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun beberapa
pesantren sudah mulai menerapkan pencatatan formal, kualitas penyajiannya masih belum memenuhi
praktik pelaporan nirlaba modern. Ketimpangan implementasi ini menunjukkan adanya kesenjangan
signifikan antara kesadaran normatif dan praktik administrasi faktual.

Pada pesantren lain pencatatan keuangan bahkan masih bersifat manual dan tidak terdokumentasi
secara sistematis, sehingga menyulitkan verifikasi dan audit internal maupun eksternal (Hidayat, 2023).
Banyak pesantren hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran dasar tanpa neraca, laporan aset,
maupun dokumentasi arus kas lengkap, sehingga akuntabilitas publik menjadi sangat terbatas.
Keterbatasan ini sering kali muncul karena pencatatan keuangan sepenuhnya bergantung pada individu
bendahara dan tidak ada sistem baku yang diwariskan kepada pengurus baru (Muchtar & Sudirman,
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2021). Situasi tersebut membuat tata kelola keuangan rentan terhadap kesalahan pencatatan maupun
ketidakteraturan administratif.

Pemahaman akuntabilitas di pesantren lebih banyak berkaitan dengan nilai moral seperti amanah,
jujur, dan tanggung jawab spiritual, dibandingkan dengan akuntabilitas publik berbasis dokumen formal
(Asnawi, 2022). Orientasi religius ini memperkuat integritas internal, tetapi tidak otomatis
menghasilkan sistem pelaporan tertulis yang dapat diakses stakeholder seperti wali santri atau donatur.
Pelaporan lebih sering disampaikan secara lisan kepada pimpinan pondok dibandingkan dibuat dalam
bentuk laporan tertulis yang dapat diuji (Salim & Fathurrahman, 2023). Nilai moral yang kuat tidak
selalu berbanding lurus dengan kualitas administrasi yang profesional.

Implementasi pedoman akuntansi khusus untuk pesantren sebenarnya sudah mulai diperkenalkan
melalui berbagai penelitian dan pelatihan, namun adopsinya masih belum merata (Hidayah &
Mulyawan, 2022). Beberapa pesantren telah mencoba menyusun laporan dengan pendekatan akuntansi
nirlaba, namun masih menghadapi kendala kompetensi sumber daya manusia. Ketiadaan tenaga
administrasi dengan latar belakang akuntansi membuat laporan keuangan tidak tersusun secara lengkap
sesuai standar (Sari & Wicaksono, 2021). Hambatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi tata
kelola membutuhkan dukungan kapasitas teknis, bukan hanya kesadaran normatif:

Tabel 3. Pelaporan Keuangan Pesantren 2021-2024

Status Pelaporan Catatan Transparansi &

Pesantren/Lokasi Keuangan/Pelaporan Akuntabilitas

Laporan keuangan tersedia (kas

Yayasan Pondok Pesantren masuk/keluar), belum pakai

Akuntabilitas ada, transparansi

Assalafi Al Fithrah, Surabaya ISAK 35 terbatas

Masih terbatas dalam
Pesantren dalam studi multi- Sistem manual, tidak ada pengukuran & penyajian;
lokasi di Mataram (NWTI) akuntansi formal pelaporan tidak memenuhi

standar nirlaba

Pesantren peserta program Upaya profesionalisasi, namun
pelatihan di Aceh (contoh: implementasi masih parsial,

Pondok Pesantren Darul Falah) tergantung SDM dan sarana
Sumber: Safitri, & Narasti, (2023), Yusmania, & Lestari, (2025), Naz'aina, et al. (2024)

Pelatihan keuangan & pelaporan
keuangan sesuai standar

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pola umum pelaporan pesantren masih berupa pencatatan
sederhana, sementara pengadopsian standar pelaporan nirlaba masih terbatas (Sari & Wicaksono, 2021).
Ketergantungan pada pencatatan manual menjadi faktor utama penghambat keterbukaan informasi
kepada donatur maupun masyarakat. Adanya variasi antar pesantren menunjukkan bahwa standar tata
kelola belum terinstitusionalisasi di lingkungan lembaga pendidikan berbasis pesantren. Temuan ini
memperjelas perlunya dukungan sistem dan pelatihan berkelanjutan.

Konsepsi akuntabilitas dalam banyak pesantren lebih dipahami sebagai tanggung jawab moral
dan religius pertanggungjawaban kepada Tuhan dan kyai/pimpinan pondok ketimbang
pertanggungjawaban publik atau terhadap donatur dan wali santri dalam bentuk dokumentasi.
Akibatnya praktik akuntabilitas bersifat internal dan tertutup, membuat transparansi terhadap pihak luar
sangat terbatas. Model semacam ini bisa menciptakan iklim kepercayaan dalam komunitas pesantren,
tapi dari perspektif good governance dan akuntabilitas modern, ia menimbulkan celah signifikan.
Ketergantungan pada budaya amanah dan kepercayaan saja menjadi basis manajemen, padahal risiko
human error atau penyalahgunaan tetap ada.

Pendekatan pelatihan administrasi dan keuangan sebenarnya telah menunjukkan hasil positif,
seperti kasus di Aceh yang mengalami peningkatan kualitas dokumentasi setelah mengikuti program
pelatihan (Hidayah & Mulyawan, 2022). Meski begitu, keberlanjutan praktik tersebut sangat
bergantung pada komitmen pimpinan dan konsistensi praktik pelaporan harian. Tanpa integrasi ke
dalam prosedur kerja, praktik pelaporan formal cenderung berhenti setelah program pelatihan selesai
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(Rahmawati, 2024). Inilah sebabnya mengapa pesantren memerlukan sistem yang dapat mendorong
kontinuitas administrasi.

Persoalan juga muncul ketika akuntabilitas dimaknai secara dominan sebagai tanggung jawab
spiritual, bukan administratif, sehingga pelaporan publik tidak dianggap prioritas utama (Asnawi,
2022). Pemaknaan tersebut menciptakan ketidakseimbangan antara integritas personal dan integritas
kelembagaan. Tanpa dokumentasi formal, berbagai pihak seperti donatur atau pemerintah sulit
memahami bagaimana dana digunakan untuk kegiatan pesantren. Situasi ini berdampak pada lemahnya
transparansi institusional.Ketika pesantren mulai menyajikan laporan keuangan formal, tingkat
kepercayaan stakeholder meningkat secara signifikan (Salim & Fathurrahman, 2023). Penerapan
standar pelaporan bukan hanya meningkatkan profesionalitas, tetapi juga memperluas peluang kerja
sama dengan lembaga lain. Penyajian laporan yang sistematis memungkinkan pesantren memperoleh
legitimasi publik berbasis data, bukan hanya kepercayaan informal. Hal ini memperlihatkan hubungan
erat antara kualitas pelaporan dengan keberlanjutan lembaga.

Kendala utama dalam implementasi akuntabilitas adalah keterbatasan infrastruktur administrasi
dan kemampuan teknologi, terutama pada pesantren yang berlokasi di daerah non-perkotaan (Muchtar
& Sudirman, 2021). Keterbatasan tersebut menyebabkan pencatatan keuangan tidak terarsip dengan
baik dan sulit ditelusuri ketika diperlukan. Belum adanya standar operasional prosedur yang baku
membuat setiap pergantian pengurus berpotensi menurunkan kualitas tata kelola (Hidayat, 2023).
Kondisi ini semakin memperjelas perlunya sistem administrasi yang terlembagakan.

Kondisi aktual transparansi dan akuntabilitas pesantren menunjukkan adanya kesenjangan antara
idealitas tata kelola dan praktik administratif yang berjalan (Rahmawati, 2024). Meskipun nilai moral
dan religius menjadi fondasi kuat dalam tata kelola, namun tidak cukup untuk menggantikan kebutuhan
dokumentasi formal yang akuntabel. Pesantren seperti Bani Huzaifah dapat mengambil pelajaran dari
berbagai kasus empiris tersebut untuk memperkuat sistem pelaporan yang terstruktur. Dengan fondasi
nilai dan sistem administrasi yang berjalan simultan, akuntabilitas dan transparansi dapat meningkat
secara signifika.

Penguatan Tata Kelola dan Tindak Lanjut Pengelolaan Pesantren untuk Meningkatkan
Transparansi dan Akuntabilitas

Upaya penguatan tata kelola Pesantren Bani Huzaifah perlu diarahkan pada pembentukan
struktur administratif yang terstandar agar berbagai aktivitas pengelolaan berlangsung secara terukur
dan terdokumentasi dengan baik sebagaimana dianjurkan dalam literatur akuntabilitas sektor publik
(Nabila, 2025). Langkah penataan tersebut memungkinkan setiap unit kegiatan memiliki kejelasan
fungsi dan alur pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi, sehingga kualitas proses pengambilan
keputusan dapat ditingkatkan secara bertahap. Kesiapan struktur organisasi ini juga memengaruhi
efektivitas transparansi karena setiap aliran informasi harus bergerak melalui mekanisme yang jelas dan
tidak bergantung pada individu tertentu (Gaol et al., 2024). Penguatan struktur kelembagaan pada
akhirnya menjadi pondasi agar sistem akuntabilitas dapat beroperasi secara konsisten tanpa terganggu
oleh pergantian pengurus atau dinamika internal.

Perbaikan tata kelola memerlukan penetapan prosedur baku (SOP) yang mengatur pencatatan,
pelaporan, dan tindak lanjut pengelolaan dana pesantren agar seluruh kegiatan keuangan mengikuti
standar yang seragam dari waktu ke waktu (Susano & Rachmawati, 2024). Penyusunan SOP semacam
ini telah terbukti meningkatkan disiplin administratif di berbagai lembaga pendidikan dan
pemerintahan, terutama ketika disertai mekanisme audit internal yang berjalan secara periodik (Aisyah
et al,, 2024). Konsistensi penerapan SOP juga memungkinkan pesantren meminimalkan risiko
ketidakteraturan pencatatan yang sering muncul ketika tugas keuangan dikelola secara manual dan tidak
terstruktur. Dengan hadirnya SOP yang tegas, pesantren dapat membangun tata kelola yang lebih stabil
sekaligus memperkuat legitimasi publiknya.

Transparansi hanya dapat ditingkatkan jika pesantren menetapkan kebijakan keterbukaan
informasi yang mengatur jenis data yang boleh diumumbkan, frekuensi publikasi, serta format penyajian
laporan kepada wali santri atau donatur (Safelia et al., 2025). Penguatan kebijakan ini relevan karena
berbagai studi menegaskan bahwa publik membutuhkan informasi yang mudah diakses agar dapat
menilai kualitas pengelolaan lembaga secara objektif (Rahma et al., 2025). Implementasi kebijakan
keterbukaan mendorong pesantren untuk menyediakan laporan kegiatan, laporan dana pembangunan,
serta ringkasan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyediaan informasi secara
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rutin melalui media resmi pesantren juga menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat
maupun pemangku kepentingan.

Pengembangan sistem pelaporan berbasis digital menjadi bagian penting dalam modernisasi tata
kelola pesantren karena teknologi mempermudah proses pencatatan dan pemantauan kegiatan secara
real time (Rahma et al., 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi keuangan
desa seperti Siskeudes mampu meningkatkan ketertiban administrasi dan efisiensi pelaporan, sehingga
prinsip ini juga dapat diadaptasi untuk pengelolaan pesantren (Susano & Rachmawati, 2024).
Pemanfaatan alat digital membantu meminimalkan kesalahan manusia dan mempersingkat waktu
proses penyusunan laporan, yang sebelumnya banyak terkendala karena pencatatan dilakukan secara
manual. Implementasi teknologi juga memudahkan pengurus pesantren mengelola arsip keuangan
jangka panjang secara lebih terorganisasi.

Untuk memastikan tata kelola berjalan efektif, pesantren perlu menerapkan mekanisme audit
internal dan eksternal yang berfungsi mengawasi kepatuhan terhadap SOP serta kualitas informasi yang
disajikan kepada publik (Ritonga, 2024). Audit internal dapat dilakukan oleh unit khusus yang dibentuk
di dalam struktur organisasi, sedangkan audit eksternal dapat melibatkan pihak profesional agar hasil
pemeriksaan lebih obyektif dan kredibel (Aisyah et al., 2024). Kehadiran audit tidak hanya berfungsi
sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi pengurus dalam memahami
area mana yang perlu diperbaiki. Dengan memadukan dua jenis audit, pesantren dapat membangun
sistem pengawasan yang lebih menyeluruh dan kuat.

Penguatan tindak lanjut rekomendasi audit memerlukan sistem pencatatan yang merekam seluruh
catatan hasil pemeriksaan serta progres penyelesaiannya, sehingga tidak ada rekomendasi yang terlewat
atau tertunda (Putri et al., 2025). Berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas tindak lanjut menjadi
faktor penting yang menentukan tingkat akuntabilitas lembaga, terutama pada institusi pendidikan dan
pemerintahan (Wulandari & Bandi, 2015). Sistem tindak lanjut yang terstruktur memungkinkan
pesantren menilai apakah rekomendasi audit telah diterapkan secara memadai dan apakah perubahan
tersebut berdampak signifikan terhadap tata kelola. Dokumentasi yang baik atas tindak lanjut juga
membantu pesantren mempertahankan kesinambungan perbaikan dari tahun ke tahun:

Tabel 4. Contoh Kebijakan Keterbukaan Informasi Lembaga Pendidikan

Lembaga Sistem Informasi
Kemdikbud — School Information System Publikasi data sekolah, BOS, dan laporan
Kemendagri — Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Transparansi keuangan desa
BPK RI — Publikasi Hasil Audit Laporan hasil pemeriksaan

Sumber: Kemendikdasmen (2025), Siskeudes (2025), BPK (2025)

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan pemerintahan telah
mengembangkan berbagai platform digital untuk mempublikasikan informasi secara terbuka, sehingga
model ini dapat dijadikan acuan dalam memperkuat keterbukaan Pesantren Bani Huzaifah (Demeri et
al., 2025). Penggunaan platform serupa memungkinkan pesantren menyediakan laporan kegiatan,
laporan keuangan, serta informasi pemanfaatan dana secara sistematis dan mudah diakses. Ketersediaan
data publik yang konsisten meningkatkan rasa percaya para donatur karena mereka dapat melihat
penggunaan dana secara transparan (Ngakil & Kaukab, 2020). Keterbukaan seperti ini juga mendorong
partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan pesantren dengan cara yang konstruktif.

Peningkatan akuntabilitas pesantren perlu didukung oleh partisipasi masyarakat melalui forum
komunikasi wali santri, mekanisme umpan balik, serta rapat evaluasi rutin yang disusun secara
terjadwal (Nur & Fitri, 2019). Partisipasi publik terbukti memperkuat kualitas tata kelola pada berbagai
lembaga publik karena kehadiran masyarakat mendorong pengurus untuk bekerja lebih transparan dan
konsisten (Gaol et al., 2024). Forum diskusi ini memberikan ruang bagi wali santri untuk memahami
penggunaan anggaran sekaligus menyampaikan harapan dan kebutuhan mereka terhadap layanan
pendidikan. Keterlibatan masyarakat secara aktif membantu memperkuat hubungan antara pesantren
dan stakeholder eksternal dalam bingkai kepercayaan yang lebih kokoh.
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Pembentukan unit khusus pengelolaan dokumentasi keuangan dan arsip menjadi salah satu
strategi penting untuk memastikan seluruh data dapat diakses dan diverifikasi ketika diperlukan, baik
untuk audit maupun evaluasi tahunan (Milad et al., 2019). Unit tersebut bertugas mengadministrasikan
bukti transaksi, laporan kegiatan, dan catatan pengeluaran agar seluruh informasi tersimpan secara
sistematis. Pengelolaan arsip yang baik merupakan salah satu indikator kedewasaan tata kelola lembaga
pendidikan modern, terutama pada institusi berbasis yayasan (Kurniati et al., 2025). Ketika data
terdokumentasi dengan baik, pesantren dapat menghasilkan laporan yang lebih komprehensif dan
kredibel bagi seluruh pemangku kepentingan.

Keseluruhan strategi yang telah dirumuskan menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan
akuntabilitas di Pesantren Bani Huzaifah memerlukan pendekatan kelembagaan yang sistematis dan
berkesinambungan, mulai dari perbaikan struktur hingga implementasi sistem audit (Riyadi et al.,
2025). Kombinasi antara tata kelola berbasis nilai pesantren dan penguatan teknis administratif
menciptakan model pengelolaan yang lebih profesional tanpa menghilangkan karakter tradisional
lembaga. Pelaksanaan strategi tersebut akan semakin efektif apabila disertai komitmen kuat dari
pimpinan pesantren serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Ketika berbagai unsur
ini berjalan selaras, maka transparansi dan akuntabilitas pesantren dapat meningkat secara signifikan
dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berangkat dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan transparansi dan
akuntabilitas di Pondok Pesantren Bani Huzaifah membutuhkan penguatan tata kelola yang terstruktur
melalui pembentukan organisasi yang jelas, penerapan SOP keuangan, pemanfaatan sistem pelaporan
digital, serta pelaksanaan audit internal dan eksternal yang konsisten agar setiap aktivitas pengelolaan
dapat diverifikasi dengan baik. Praktik pengelolaan yang masih bergantung pada pencatatan manual
dan pemaknaan akuntabilitas secara moral menunjukkan adanya jarak antara nilai ideal dan penerapan
administratif yang memadai, sehingga dibutuhkan penguatan kapasitas SDM, penataan dokumentasi
dan arsip, serta kebijakan keterbukaan informasi yang dapat meningkatkan akses publik terhadap
laporan lembaga. Keterlibatan wali santri, donatur, alumni, dan masyarakat juga menjadi faktor penting
dalam menciptakan akuntabilitas sosial yang mendorong pengurus untuk lebih tertib dan profesional
dalam menyusun laporan serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan. Dengan memadukan nilai
religius pesantren dan prinsip manajerial modern secara seimbang, pesantren dapat membangun model
tata kelola yang lebih kredibel, dipercaya publik, dan berkelanjutan sejalan dengan tuntutan pengelolaan
lembaga pendidikan keagamaan di era modern
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